KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

Alamat . Gedung Manggala Wanabakti. Blok I Lantar R Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon 1 (021) 5373481X - (O21) 5730316, Faximile ; (021) S734K18 - (021) 5733437 Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon (0251) 311615 - Bogor

Kepada
Yth, : 1. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional

Di

2. Kepala Balai Besar/Balai KSDA
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor : S8 37 W~ PILKikL /Dol

TENTANG
IJIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM

Umum

Berkenaan dengan semakin berkembangnya permintaan masyarakat terhadap Ijin Usaha
Jasa Wisata Alam di kawasan konservasi, serta menindak lanjuti Peraturan Pemerintah
No. 36 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-11/2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan
Raya dan Taman Wisata Alam serta Peraturan Menteri Kehutanan No. P.4/Menhut-
[1/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48 Tahun 2010,
maka dipandang perlu adanya panduan bagi UPT Lingkup Direktorat Jenderal PHKA
untuk dapat memberikan pelayanan perijinan usaha penyediaan jasa wisata alam di
kawasan konservasi,

Khusus bagi pemerintah daerah yang dalam wilayah administratif pemerintahan terdapat
Taman Hutan Raya, Format Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam ini dapat digunakan
sementara sambil menunggu diterbitkannya peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota
setempat dalam pelayanan perijinan usaha penyediaan jasa wisata alam di kawasan
Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 3 butir (d) dan (e) Permenhut No, P.48 Tahun 2010, bahwa
IUPJWA di SM, TN dan TWA untuk perorangan dipersyaratkan harus mempunyai
sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter oleh forum yang diakui oleh UPT. Untuk
mengakomodir kebutuhan pelayanan IUPJWA perorangan tersebut, UPT harus dapat
mendorong terbentuknya Forum yang bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat.

Hingga saat ini pengenaan tarif Iuran Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dan
Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam untuk Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) di kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan
Taman Wisata Alam belum diberlakukan mengingat PP No. 59 Tahun 1998 tidak
mengatur besaran tarif bidang jasa wisata alam dan masih dalam tahap proses revisi.

Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya edaran ini adalah untuk memberikan acuan dan pedoman kepada
UPT Lingkup Direktorat Jenderal PHKA dalam pelayanan Ijin Usaha Penyediaan Jasa
Wisata Alam (IUPJWA) di Suaka Margasatwa, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam,
serta UPTD di kawasan Taman Hutan Raya.

Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memperlancar proses pelayanan
perizinan usaha penyediaan jasa wisata alam lingkup UPT pusat maupun UPTD.



3. Ruang Lingkup

a. Pengaturan penerbitan IUPJWA di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan
Raya dan Taman Wisata Alam.

b. Pembentukan Forum dan Sertifikasi Keahlian untuk jasa wisata alam;

c. Pengenaan tarif Iuran Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (ITUPIWA);

d. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PHUPJWA),

e. Format Surat Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam untuk Perorangan dan Badan
lUsaha (BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi).

4. Dasar

a  Peraturan Pemerintah Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam
Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-11/2010 tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan
Taman Wisata Alam;

c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-11/2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-1I/2010 tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan
Taman Wisata Alam;

d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-11/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010
Nomor 405).

e, Peraturan Diren PHKA No. P.12/IV-S5ET/2011 tentang Pedoman Persyaratan

Administrasi dan Teknis Permohonan IPPA di Suaka Margasatwa, Taman Nasiona!,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

5. Pengaturan

a.

b.

d.

Penqgaturan penerbitan IUPJWA di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan
Raya dan Taman Wisata Alam kepada Badan Usaha (PT, BUMN, BUMD dan Koperasi).

Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA agar mendorong dan memfasilitasi
pembentukan Forum bidang jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pasal 11 dan 15
avat (3) butir d dan e Permenhut Nomor P.48/Menhut-11/2010.

Pengenaan tarif IIUPJWA dan PHUPJWA sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) dan
pasal 13 ayat (1) butir a Permenhut Nomor P.48/Menhut-11/2010 akan diberlakukan
dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku setelah terbitnya peraturan terbaru
tentang tarif PNBP;

Surat Keputusan Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA dan Dinas Kehutanan/UPTD
tentang pemberian TUPJWA sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : § AP-tL 2012

DIREKTUR JENDERAL,
U

M
NIP. 19531005 198103 1 004

Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA




Lampiran 1. Format Surat IUPJWA untuk Badan Usaha (BUMN, BUMS dan Koperasi)

LOGO DAN KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA ............. sasall)
NOMOR : SK............ ¢ M T e /2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM
KEPADA . ...icsssisnessninsie (2)
DI KAWASAN.......... P (3), KABUPATEN/KOTA ....ccovuvvanminnanans .
PROVINSI ......ccavimmmninnnnanies
KEPALA.........cuts o )

Menimbang : a. bahwa di kKawasan.......c.cuiviviiiiniinane (3) di Kabupaten/Kota ...............,
ProvINST - viaovsmamises dapat diperuntukkan bagi kegiatan pengusahaan

penyediaan jasa wisata alam dengan memperhatikan azas konservasi,
azas kelestarian, dan azas pemanfaatan sumber daya alam dan

ekosistemnya.

b. bahwa Direktur..c...coiiinns. (2) melalui surat Nomor ................
BAggal aaaiosaiviaa telah mengajukan permohonan Izin Usaha
Penyediaan Jasa Wisata Alam di kawasan..............onn, (3),
Kabupaten: ...a.aiiiis: FOBINSE s e

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2010
tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan pasal 10, 11,
12 dan 13 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.48/Menhut-11/2010 dan
Pasal 4 ayat 2 Perdirjen PHKA No. P.12/IV-SET/2011,......cccciveeiviannen (2)
dinilai telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dipertimbangkan
untuk diberikan izin usaha penyediaan jasa wisata alam.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan
Kepala. ...ocreninnipiivissisimaves (1) tentang Pemberian Izin Usaha Penyediaan
Jasa Wisata Alam kepada............eeenien (2)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan
Raya, dan Taman Wisata Alam;

L

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-11/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 405);

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-1I/2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

S. Peraturan Dirjen PHKA No. P.12/IV-SET/2011 tentang Pedoman
Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan
Raya, dan Taman Wisata Alam;




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

1.  Akte Pendirian Badan Usaha ......................{2) No./Tgl.;

2. Surat Ijin Usaha Perdagangan ...................... (2) No./Tql.;

3. Nomor Pokok Waijib Pajak ...........ccccevrenen (2) No./Tgl.;

4. Surat Keterangan Kepemilikan Modal atau Referensi
Bank e (2)  No./Tgl oleh PT. Bank
CAbENG . <o cvssasrsnasmmon ;

5.  Profil Perusahaan ..................ooo0 (2) No./Tal.;

6. Rencana Kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Wisata
AlBM ..reerrreerenieririaes (2) No./Tal.;

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam  di

Kawasan......ccoveeesveniens (3) Kabupaten ............... , Provinsi

KBPAHA ixisiinsivivsicilLRIG

Pemegang izin berhak :

1. Melakukan kegiatan usahanya di zona/blok ... pada
Kawasan ..........cccceeevvenen. (2) sesuai izin yang diberikan;

2. Menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam;
3. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;

Pemegang izin wajib :

membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam;

ikut serta menjaga kelestarian alam;

melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya;
melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung;
merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari

pelaksanaan kegiatan usahanya;
6. menjaga kebersihan lingkungan; dan
7. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pemberi IUPJWA.

W S =

Pemegang izin dilarang :

1. Memindahtangankan izin usaha penyediaan jasa wisata alam kepada
pihak lain tanpa persetujuan tertulis Kepala ....................... (1);

2. Menyelenggarakan kegiatan pariwisata alam yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip konservasi, nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan
dan/atau ketertiban umum.

Tarif iuran ijin usaha penyediaan jasa wisata alam dan pungutan hasil usaha

penyediaan jasa wisata alam akan dikenakan setelah adanya penetapan.

1. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam berlaku untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan .........cocoeevieieenn. (1);

2. Permohonanan perpanjangan izin usaha penyediaan jasa wisata alam
diajukan oleh pemegang izin kepada Kepala .......................(1) selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, dengan
persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku;

3. Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud butir 2
(dua) tersebut di atas terlambat diajukan, maka




Kepala .................(1) tidak akan memperpanjang izin tersebut dan
izin dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH . Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam keputusan ini, maka izin dapat dicabut dan atau kepada yang
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

KEDELAPAN . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada Tanggal g SR R TR
KEPALA i o sminsa (1),
(Nama )
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal PHKA di Jakarta

2. Direktur PJLKKHL di Bogor

3. Walikota/Bupati ......ccoccecnvivniiiiinns Qi i
4, Kepala Dinas Pariwisata Propinsi/Kabupaten ...,
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten .........c..ocimiimmunian,
6. Kepala Bidang Wilayah PTN/KSDA .........ccciaiiiiinnnnn. o | RO
7. Kepala Seksi PTN/KSDA Wilayah ........coovveeinnns Qi i
Keterangan.

(1) Nama Istansi (Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA/Dinas Kehutanan/SKPD),
(2) Nama dan jenis perusahaan pemohon (PT., CV, dan Koperasi);
(3) Nama dan Jenis Kawasan (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam),

- JUPIJWA Lintas Kabupaten diajukan kepada Kepala UPTD Propinsi dan SKPD yang membidangi urusan
Kepariwisataan Propinsi.

- IUPIWA dalam 1 (satu) kabupaten diajukan kepada Kepala UPTD Kabupaten/Kota dan SKPD yang
membidangi urusan Kepariwisataan Kabupaten/kota.




Lampiran 2. Format Surat Keputusan Pemberian IUPJWA untuk Perorangan
LOGO DAN KOP SURAT
KEPUTUSAN KEPALA .....c.coinums ccuiloh)

NOMOR : SK......ocuues Fopsrsimaanins /2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM
KEPADA.......0uennerenerees (2)
DI KAWASAN lllllllllll inEEREE Ilill(3)r KABUPATENIKGTA llllllllllllllllll lIIIr
PRGVINSI EEREEEEENEENENANE ERRFEEENE
KEPALA lllll FEFREENEEREAN (1)

Menimbang bahwa di Kawasan......ccreeeeenerennnnnne(3) di Kabupaten/ Kota .......coovuney
Provinsi ..cooccevevessnes dapat diperuntukkan bagi kegiatan pengusahaan
penyediaan jasa wisata alam untuk perorangan dengan memperhatikan
azas konservasi, azas kelestarian, dan azas pemanfaatan sumber daya
alam dan ekosistemnya.
bahwa Sdr......coooviivnvenennnns (2) melalui surat Nomor .........o.
=] o (o = | P telah mengajukan permohonan Izin Usaha
Penyediaan Jasa Wisata Alam di kawasan.............mennn(3),
KabDUPAen .ciceessserersasavnes ;. ETODINS vcrsmrasarnsssrnunsmusmprnenys
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2010
tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan pasal 10, 11,
12,13,14 dan 15 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.48/Menhut-11/2010
dan Pasal 4 ayat 1 Perdirjen PHKA No. P.12/IV-SET/2011,......ccoienven (2)
dinilai telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dipertimbangkan
untuk diberikan izin usaha penyediaan jasa wisata alam.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan
KBPEIE caanaasasaios (1) tentang Pemberian Izin Usaha Penyediaan
Jasa Wisata Alam kepada..............ooevs (2)

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan
Raya, dan Taman Wisata Alam;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-I1/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 405);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-1I/2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Peraturan Dirjen PHKA No. P.12/IV-SET/2011 tentang Pedoman
Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan
Raya, dan Taman Wisata Alam;

Memperhatikan................




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

1.  Formulir Isian Sdr. ........ocoenn No./Tgl.;

2. Kartu Tanda Penduduk .........cooooivmiiiminni (2) No./Tgl.;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak ..o (2) No./Tgl.;

4. Sertifikasi Keahlian untuk jasa interpreter ........................(2) No./Tgdl.;

5. Rekomendasi dari FOrum ...l @) i i (2)
No./Tgl.;

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Usaha Penyediaan Jasa  Wisata Alam di
Kawasan.....ooeeveriniianins (3) Kabupaten ... . PROVINSE  cvsavenssosarss
KEDEAR . concisonionimm o (2);

Pemegang izin berhak :

1. Melakukan kegiatan usahanya di zona/blok  ............ pada
KaWasan ... (2) sesuai izin yang diberikan;

2. Menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam,

3. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;

Pemegang izin wajib :
1. membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam;

ikut serta menjaga kelestarian alam;

2
3. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya;
4. melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung;

5

menjaga kebersihan lingkungan;

Pemegang izin dilarang :
1. Memindahtangankan izin usaha penyediaan jasa wisata alam kepada pihak
lain tanpa persetujuan tertulis Kepala ........................(1);

2. Menyelenggarakan kegiatan pariwisata alam yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip konservasi, nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan
dan/atau ketertiban umum.

Tarif iuran ijin usaha penyediaan jasa wisata alam dan pungutan hasil usaha
penyediaan jasa wisata alam akan dikenakan setelah adanya penetapan.

1. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam berlaku untuk jangka waktu 2
(dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang




KETUJUH

KEDELAPAN

dilakukan .......ccccccoveerennn(1);

2. Permohonanan perpanjangan izin usaha penyediaan jasa wisata alam
diajukan oleh pemegang izin kepada Kepala ........................ (1) selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, dengan
persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam keputusan ini, maka izin dapat dicabut dan atau kepada yang
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di -

Pada Tanggal

(Nama )
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

i Jio 2 B e

Keterangan:

Direktur Jenderal PHKA di Jakarta

Direktur PJLKKHL di Bogor

WBIRSUABUOPEED v mimsmmassnnmn B0 s samssnswnamn sosusimauas s mmsisen
Kepala Dinas Pariwisata Propinsi/Kabupaten ...........ccoiiiiiiniinnnnn.
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten ..........ccocivieeiiiiennnnn,
Kepala Bidang Wilayah PTN/KSDA ........cccooevivininnns o | O
Kepala Seksi PTN/KSDA Wilayah ......ccccoeevvvvvees Qi viiviiviiiiiniicnnnne,

(1) Nama Istansi (Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA, Dinas Kehutanan;

(2) Nama pemohon;

(3) Nama dan Jenis Kawasan (Suaka Margasatwa dan Taman Hutan Raya);
(4) Nama Forum yang sudah mendapat pengesahan Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA;




